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ABSTRAK

Analisis Tentang Subrogasi Dalam Undang-Undang Hak
Dengan Pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum

tentang apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya subrogasi
dang-Undang Hukum dan juga membahas tentang Kepastian
ak Tanggungan sebagaimana diatur UU No. 4 Tahun 1996 yang
otik dapat digunakan dalam melaksanakan Pasal 1402

hukum ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang



MOTTO:

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Subrogasi sesuai ketentuan Pasal 1400 KUHPerdata, menyatakan
bahwa subrogasi adalah “perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang
membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena
undang-undang”. Peristiwa yang terjadi pada pemberian kredit untuk pelunasan
kredit lain memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrograsi. Subrogasi
terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur
baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitur yang

meminjam uang dari pihak ketiga.! Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1400

KUHPerdata ini perpindahan hak dapat terjadi apabila telah memenuhi dua
persyaratan berdasarkan persetujuan dan Undang-undang.

Terciptanya subrograsi berdasarkan dari persetujuan antara para pihak
yang telah membuat pesetujuan pertanggungan dimana satu pihak
mempertanggungkan sesuatu kepada pihak lain atas potensi risiko yang timbul
dikemudian hari. Perpindahan ini terjadi karena adanya persetujuandidasarkan
pada Pasal 1401 KUHPerdata menyebutkan, “Perpindahan itu terjadi karena
persetujuan bila kreditur menerima pembayaran dan pihak ketiga menetapkan

bahwa orang ini akan

1Suharnoko, Doktrin Subrogatie, Novasi,dan Cessie, Kencana, Jakarta, 2005, him. 1.
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menggantikanya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-
hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur”. Sedangkan subrogasi
berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4
Tahun 1996 tentang hukum pertanggungan. Penetapan berdasarkan undang-
undang ini lebih banyak diarahkan pelaksanaan hak subrogasi yang lahir
menurut persetujuan.

Dalam Pelaksanaan subrograsi yang paling penting adalah kedudukan
hukum penerima subrograsi. Penerima hak subrograsi adalah pihak yang telah
mengalihkan kerugian pihak pemberi subrogasi atas kerugian yang ditimbulkan
oleh pihak ketiga. Perpindahan ini dinyatakan dalam akta subrogasi sehingga
hak dan kewajibannya beralih ke penerima subrogasi. Subrogasi merupakan
salah satu cara untuk hapusnya perikatan. Yang dimaksud dengan perikatan
didalam Pasal 1131 KUHPerdata adalah “segala barang-barang bergerak dan
tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang belum ada,
menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.Prinsip
subrogasi  berkaitan dengansuatu keadaan dimana kerugian yang
dialamitertanggung merupakan akibat dari kesalahanpihak ketiga atau orang

lain.Oleh karena itu,menunjuk Ketentuan



Pasal 1365 KUHPerdata, maka Pihak ketiga yang bersalahmenyebabkan
kerugian tersebut harusmembayar ganti rugi kepada tertanggung.?

Istilah Perikatan berasal dari bahasa Belanda Verbintenis.Namun
demikian, dalam kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam istilah
yaitu Perikatan, Perutangan, Perjanjian. Secara terminologi Verbintenis berasal
dari kata Verbiden yang artinya mengikat. Dengan demikian, Verbintenis

menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan. 3 Hukum Perikatan diatur

dalam Buku Il KUHPerdata. Menurut Subekti, perkataan perikatan dalam
Buku 11l KUHPerdata mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, sebab
dalam Buku Il itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali
bersumber pada persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul
dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal yang
timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan
persetujuan (zaakwaarneming). Tetapi sebagian besar dari Buku Il ditujukan
pada perikatan yang timbul karena perjanjian.

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perikatan diartikan sebagai
hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak
di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi

dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Subekti dalam

2Amiruddin Abdul Wahab, Mahfud dan Yuwita, Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Dalam
Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor ( Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). “Lex
Privatum”.Volume 2, No.3, Agustus 2014

3Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,
2010), him. 197.



bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata berpendapat, bahwa perikatan adalah
suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang
satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban

memenuhi tuntutan itu. Perikatan sendiri merupakan suatu pengertian yang

abstrak.*Adapun Sumber-sumber hukum perikatan terdapat dalam pasal 1233

KUHPerdata ada dua yaitu:

1. Perikatan yang timbul karena perjanjian. Yang dimasud Perikatan yang
timbul karena perjanjian adalah kedua pihak debitor dan kreditor dengan
sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan dimana kedua
pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur
wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi.

2. Perikatan yang timbul karena Undang-undang. Dalam hal ini hak dan
kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang.Pihak
debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang. Undang-
Undang mewajibkan debitur berprestasi dan kreditur berhak atas prestasi.
Kewajiban ini disebut kewajiban Undang-Undang. Jika kewajiban tidak

dipenuhi, berarti pelanggaran Undang-Undang.

Perikatan yang bersumber pada undang-undang diatur dalam buku I11
KUHPerdata pasal 1352-1380 yaitu suatu perikatan yang timbul atau adanya

karena telah ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Untuk terjadinya

4Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2002), him. 122.



perikatan berdasarkan undang-undang harus selalu dikaitan dengan suatu
kenyataan atau peristiwa tertentu. Yakni bahwa untuk terjadinya perikatan

selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan meliputi hal-hal
sebagai berikut:®

1. Adanya Kaidah Hukum. Kaidah hukum dalam perikatan dapat dibedakan
menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak terlulis. Kaidah hukum
perikatan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan
perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah hukum perikatan
tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam
praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).

2. Adanya Subjek Hukum. Pada dasarnya subjek hukum dapat dibagi menjadi
dua macam yaitu, manusia dan badan hukum. Subjek hukum dalam hukum
perikatan terdiri dari kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang atau badan
hukum yang berhak atas prestasi, sedangkan debitor adalah orang atau
badan hukum yang berkewajiban memenuhi prestasi.

3. Adanya Prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan

kewajiban debitor.

STitik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana,
2010, him. 238.

bSalim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 151-
152.



4. Dalam Bidang Kekayaan. Harta kekayaan adalah menyangkut hak dan

kewajiban yang mempunyai nilai uang.

Dalam Pasal 1400 KUHPerdata subrogasi itu terjadi karena Perjanjian
dan Undang-undang, menurut Pasal 1402 KUHPerdata “Subrogasi karena
undang-undang itu hanyalah terjadi bila seseorang membayar tagihan orang
lain terhadap seorang debitor yang berkaitan dengan hak istimewa dari hak
orang lain / hak dari pemegang hipotik”. Pasal 1402 dalam ketentuan
KUHPerdata menurut Pasal 29 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah

telah dicabut. Ketentuan Pasal 29 UU No. 4 Tahun 1996 tersebut berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan mengenai
Credietverband sebagaimana dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-
584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-191 dan ketentuan
mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku Il Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak
Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan

tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Karena ketidakjelasan kapan adanya hak istimewa dan apakah hak

pemegang istimewa dan apakah hak pemegang hipotik sudah tidak ada lagi



B.

karena hipotik telah dihapuskan oleh undang-undang hak tanggungan (UU No.
4 Tahun 1996) berkaitan dengan tanah, Maka Penulis berkeinginan membahas
dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS TENTANG

SUBROGASI DALAM UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 1402 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PERDATA”

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitain tersebut di atas, dirumuskan

permasalahan penelitian sebagai berikut:

a. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya Subrogasi berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata?

b. Dalam kaitannya dengan hipotik atas tanah, apakah tagihan pemegang hak
tanggungan sebagaimana diatur UU No. 4 Tahun 1996 (yang telah mencabut
hipotik) dapat digunakan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 1402 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari dilakukanya penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai
berikut:

a. Untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai faktor yang

menyebabkan terjadinya subrogasi berdasarkan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.



b. Untuk mengetahui atau memperoleh informasi mengenai ketentuan Pasal
1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak pemegang hipotik
atas tanah yang telah dihapus oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan.

Adapun manfaat dari dilaksanakan penulisan skripsi ini dapat
dipaparkan sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya
pengembangan Illmu Pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan,
Khususnya kajian mengenai Subrogasi bedasarkan Pasal 1402 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Secara Praktis
Sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan Hukum
bagi penuils, Khususnya pemahaman lebih luas mengenai pengertian
Subrogasi dan ketentuan Pasala 1402 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tentang pemegang hipotik atas tanah yang telah dihapus oleh

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.



D. Landasan Teori

1. Teori Perjanjian

Buku 11l KUH Perdata mengatur tentang Verbintenissenrecht, dimana
tercakup pula istilah Overeenkomst. Dikenal dari 3 terjemahan Verbentenis,
yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan Overeenkomst ada 2

terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. 7 Hukum tentang Perjanjian diatur

didalam Buku Il KUHPerdata tentang Perikatan. Mempunyai sifat sistem
terbuka, maksudnya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan
yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang
berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum
dan kesusilaan.

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta
benda antara dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak
lain berhak untuk pelaksanaan janji itu.  Menurut Van Dunne perjanjian adalah
suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.’Sedangkan pengertian Perjanjian diatur
dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu

perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang

lain atau lebih”.

"Handri Raharjo, Hukum perjanjian Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, him.41.
8Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, 2011, Jakarta: him. 4.
93alim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2011, Jakarta: him. 161.
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Dari definisi perjanjian yang diterangkan diatas terlihat bahwa suatu
perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau
kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk
melakukan atau menimbulkan akibat hukum.

2. Teori Jaminan

Lembaga-lembaga dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada
pihak ketiga, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip yang baik termasuk
resiko yang harus dihadapi atas pemngembalian pembiayaan. ° Untuk
mendapatkan keyakinan sebelum memberikan kredit, bank ataupun lembaga-
lembaga harus melakukan penelitian yang seksama kepada pihak ketiga.

Jaminan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang
diikat sebagai alat pembayaran jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.
Jadi pihak ketiga yang telah terikat hanya bersifat materill misalnya bangunan,
tanah, kendaraan, tetapi juga bersifat immaterial misalnya jaminan

perorangan.!!

KUHPerdata secara umum mengatur tentang jaminan dalam Pasal 1131
yaitu “menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada

dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”. Undang-

10Hermansyah, Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, him. 68

HRachamdi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2003, him. 281.
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Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan bahwa dalam Pasal 8 yang
dimaksud dengan jaminan adalah “keyakinan atas kemampuan dan
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang
diperjanjikan”.

Kashadi memberikan pengertian jaminan adalah suatu yang diberikan
kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang akan timbul dari suatu perikatan.

12 Menurut Hasanudin, jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh

debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.® Sehingga pihak

yang telah melakukan pemberian kredit kepada pihak debitur, maka debitur harus
mengembalikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah
diperjanjikan, apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya maka pihak
kreditur dapat menahan jaminan tersebut.

Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang

di dalam perjanjian hutang piutang. Sedangkan jaminan dalam pembiayaan

12K ashadi, Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,
2000, him. 1.

BHasanudin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,
Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, him. 175.
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memiliki fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi

yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan itu.#

3. Teori Hak Tanggungan

Setelah menunggu selama 34 tahun sejak Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang
menjanjikan akan adanya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, maka
pada tanggal 9 April 1996 telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta Benda-Benda Yang berkaitan

dengan Tanah, yang telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat.*®

Pengertian hak tanggungan yang di kemukan oleh St. Remy Shahdeini
bahwa Hak Tanggungan memberikan definisi Hak Tanggungan atas tanah
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya di sebut
Hak Tanggungan. Ini berarti Hak Tanggungan adalah Penguasaan atas Hak
Tanggungan yang merupakan kewenangan bagi kreditur tertentu untuk berbuat
sesuatu mengenai Hak Tanggungan yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk

dikuasi secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya

Y¥Hukum Jaminan,
“https://www.kompasiana.com/chamidah12/5ace2212cf01b47fd6300b34/hukum-jaminan”Diakses
Pada tanggal Diakses pada tangga | 6 april 2019, Pukul 17.59 WIB

15sjahdeini Rehmi, Hak Tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan
Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak
Tanggungan), (Bandung Alumni, 1999), him. 1.


https://www.kompasiana.com/chamidah12/5ace2212cf01b47fd6300b34/%20hukum-jaminan
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jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau
sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.'®

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”

Hak Tanggungan merupakan implementasi dari amanat Pasal 51
Undang-Undang Pokok Agraria sebagai upaya untuk dapat menampung serta
sekaligus mengamankan kegiatan perkreditan dalam upaya memenuhi
kebutuhan tersedianya dana untuk menunjang kegiatan pembangunan.*’

Dari definisi tentang Hak Tanggungan di atas dapat disimpulkan bahwa
Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang
tertentu yang memberikan kedudukan yang didahulukan/diutamakan kepada
kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan diharapkan akan

memberikan suatu kepastian hukum tentang pengikatan jaminan dengan tanah

®1hid, him. 3

YMaria. S.W Sumardjono, Prinsip Dasar dan Beberapa Isu Di seputar Undang-Undang
Hak Tanggungan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) him. 67.
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beserta benda-benda yang berkaitan dengan dengan tanah tersebut sebagai
jaminan yang pengaturannya selama ini menggunakan ketentuan-ketentuan

hipotek di dalam KUHPerdata.

E. Metode Penelitan.

Metodelogi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan
pedoman bagi ilmuan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan
memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodelogi merupakan unsur mutlak
yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode
penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan
mempergunakan metode penelitian yuridis normatif atau disebut juga
metode kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis data
sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan
penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.*®

18Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, him. 13-14.
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Pada penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau bahan hokum
sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka

yang berkaitan dengan Subrograsi.

2. Pendekatan Penelitian
Terdapat beberapa pendekatan yang peneliti gunakan dalam suatu
penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan
pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan perundang-undangan (Statue approach)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah serta
mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang
berkaitan dengan isu hokum yang sedang diteliti ° , dalam hal ini
peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan isu hokum yang
diteliti antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari

Blpid, him.184
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pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti
akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu

yang dihadapi.?® Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan

pendekatan konsep yang mengacu pada penjelasan mengenai subrogasi.

3. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang
keseluruhannya dipergunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan
sehubungan dengan penulisan ini:

a. Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan adalah berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan
permasalahan yang menjadi pokok bahasan di dalam penulisan ini
yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.
4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan;

b. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan adalah bahan hukum yang
memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer tersebut diatas,

seperti hasil penelitian, materi seminar, karya dari kalangan

20peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum edisi revisi, Jakarta: Prenadamedia group,
2016, him.181
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hukum, teori para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas, jurnal, artikel yang terdapat di dalam majalah, surat kabar dan
lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam
penulisan ini;

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan. Bahan Hukum tersier yang dipergunakan di dalam

penulisan ini diambil dari Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan hukum pada penulisan skripsi ini adalah dengan
melakukan Studi Kepustakaan (Library Research) dimana penulis akan
mencari dan mengumpulkan dari KUHPerdata serta Peraturan Perundang-
undangan yang berkaitan dengan subrograsi. Penulis juga akan melakukan studi
kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, jurnal, karangan ilmiah dan sumber-
sumber tertulis lainnya baik berbentuk buku cetak ataupun tulisan elektronik

yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah metode pengumpulan bahan hukum akan dilanjutkan dengan
pengolahan bahan hukum guna memperoleh hasil yang ingin di dapatkan
melalui penelitian ini. Melalui data sekunder yang ada, penulis akan menelaah,

menggolongkan, dan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut
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untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk memecahkan permasalahan yang
ada.
6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh di analisis dengan
menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan
dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk kemudian ditarik
kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan

yang dibahas penulisan skripsi®*.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah
menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam penarikan
kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah
dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang

khusus?2

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, secara keseluruhan akan dibagi

kedalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang

21syrakhmad Winarno, Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Iimiah Dasar
Metode Tekhnik. Bandung: Tarsio, 1994. HIm.17.

22Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodelogi Penelitian, Bandung: CV Mandar Maju,
2002, him.23.
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memerlukan pengembangan apabila diperlukan pembahasan yang lebih
terperinci:
BAB | : PENDAHULUAN

Bab yang merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum
yang menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan masalah, tujuan,
Manfaat penelitian, Kerangka teoritis, Metode penelitian, dan Sistematika
penulisan.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Adalah bab yang membahas mengenai pengertian Subrograsi,
Perjanjian, Jaminan, dan Hak Tanggungan.
Bab 111 : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas faktor yang melatarbelakangi
terjadinya suatu subrogasi, dan permasalahan mengenai: Tagihan pemegang hak
tanggungan sebagaimana diatur UU No. 4 Tahun 1996 (yang telah mencabut
hipotik) dapat digunakan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 1402 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata tersebut .
Bab IV : PENUTUP

Dalam bab penutup, penulis akan memberikan kesimpulan terkait

dengan hasil penelitian dan juga saran-saran.
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